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ABSTRAK

Perikanan tangkap memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun
keberlanjutannya terancam oleh praktik penangkapan yang tidak terkendali. Penelitian ini
menganalisis penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan mekanisme pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Klidang
Lor, Jawa Tengah. Penelitian dilakukan pada awal 2024 dengan pendekatan deskriptif, melibatkan 33
nelayan melalui metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa migrasi izin usaha
kapal perikanan ke pusat dalam rangka penerapan kebijakan PIT sesuai Peraturan Pemerintah No. 11
Tahun 2023 telah berjalan dengan baik. Mayoritas nelayan tidak menghadapi kesulitan dalam
pelaporan Laporan Perhitungan Mandiri (LPM) dan pembayaran PNBP. Namun, kendala terkait
ketersediaan alat timbang dan ketidakakuratan dalam pengisian LPM masih perlu diperhatikan. Sistem
pembayaran PNBP berbasis volume tangkapan di PPP Klidang Lor telah berjalan efisien dan efektif,
dengan peningkatan penarikan PNBP pasca produksi sejak Maret 2023. Temuan ini memberikan
kontribusi terhadap pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan adil serta dapat digunakan sebagai
rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan tata kelola sektor perikanan.

Kata kunci: pengelolaan, perikanan tangkap, PNBP pasca produksi

ABSTRACT

Capture fisheries play a crucial role in Indonesia’s economy; however, their sustainability is
threatened by uncontrolled fishing practices. This study analyzes the implementation of the Measured
Fish Catch (PIT) policy and the post-production Non-Tax State Revenue (PNBP) payment mechanism
at the Klidang Lor Coastal Fisheries Port (PPP) in Central Java. The research was conducted in early
2024 using a descriptive approach, involving 33 fishermen selected through purposive sampling. The
results indicate that the migration of fishing vessel business permits to the central authority, in
accordance with Government Regulation No. 11 of 2023, has been effectively implemented. Most
fishermen did not encounter difficulties in reporting the Self-Assessment Report (LPM) and paying
PNBP. However, issues related to the availability of weighing equipment and inaccuracies in
completing the LPM still need to be addressed. The PNBP payment system based on catch volume at
PPP Klidang Lor has been running efficiently and effectively, with an increase in post-production
PNBP collection since March 2023. These findings contribute to the sustainable and equitable
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management of fisheries and can serve as recommendations for policymakers to enhance governance
In the fisheries sector.

Key words: capture fisheries, management, post-production Non-Tax State Revenue

PENDAHULUAN

Perikanan tangkap merupakan sektor penting dalam perekonomian nasional Indonesia,
memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan nelayan serta masyarakat
pesisir. Berdasarkan data, produksi perikanan tangkap meningkat dari 6.424.114 ton pada tahun 2017
menjadi 7.164.302 ton pada tahun 2019 (Aprilia 2023). Hal ini menunjukkan potensi besar sektor
perikanan dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal (Putra 2023). Namun,
keberlanjutan sektor ini masih menjadi tantangan utama karena praktik penangkapan yang tidak
terkendali dapat menyebabkan overfishing dan penurunan populasi ikan, serta mengancam
keberlanjutan sumber daya perikanan, seperti yang terjadi di Riau, Jawa Tengah, dan Teluk Banten
(Arkham er al 2021; Hutajulu er al 2023; Kusdiantoro er al 2019; Yuwandana et al. 2021). Penelitian
sebelumnya juga menunjukkan bahwa komoditas seperti tuna dan cakalang mengalami tekanan
signifikan akibat praktik penangkapan yang buruk (Kusumaningrum ez al 2021; Suhana er al 2019).
Beberapa faktor, seperti intensitas trip penangkapan dan persaingan antar-unit kapal, dapat
menyebabkan penurunan produktivitas penangkapan (Hermawan & Nurlaela 2023). Berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Mustaruddin er a/. (2024), pengelolaan perikanan berkelanjutan dapat
dicapai melalui pengayaan stok sumber daya ikan, pengembangan teknologi penangkapan ramah
lingkungan, dan kemitraan usaha perikanan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan
Penangkapan Ikan Terukur (PIT) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 (Trenggono
2023). Kebijakan ini dirancang untuk mengatur kuota tangkapan berdasarkan data ilmiah guna menjaga
keseimbangan ekosistem dan memaksimalkan manfaat ekonomi bagi nelayan. PIT juga mendorong
efisiensi dan produktivitas sektor perikanan, sekaligus menekankan keadilan dalam distribusi manfaat
sumber daya perikanan. Kebijakan ini menekankan pembatasan kuota penangkapan sebagai kontrol
output, guna menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi
nelayan (Nurlaela 2023).

Seiring dengan penerapan PIT, mekanisme pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) pasca produksi diharapkan dapat memberikan keadilan bagi nelayan. Sistem ini berbasis pada
volume tangkapan ikan, sehingga nelayan hanya membayar setelah berhasil menangkap ikan,
mengurangi risiko dan beban biaya yang tidak sesuai dengan hasil (Aprilia 2023). Implementasi PNBP
pasca produksi juga melibatkan teknologi berbasis aplikasi e-PIT untuk mendukung transparansi dan
akuntabilitas dalam pelaporan hasil tangkapan. Melalui sistem ini, data tangkapan ikan yang di inpur
oleh nakhoda kapal dapat diverifikasi oleh otoritas pelabuhan, sehingga mendukung proses
pengambilan keputusan berbasis data. Mekanisme ini dirancang untuk menciptakan tata kelola yang
lebih adil dan berkelanjutan, sekaligus mendorong keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan
(Trenggono 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Klidang Lor, Jawa
Tengah, sebagian besar menitikberatkan pada aspek produksi dan pengelolaan perikanan secara umum
tanpa membahas secara mendalam implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan
mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi. Hal ini menciptakan kesenjangan
penelitian, mengingat kebijakan PIT merupakan pendekatan strategis saat ini yang dirancang untuk
mengatur kuota tangkapan berbasis data ilmiah guna memastikan keberlanjutan sumber daya
perikanan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sementara itu, mekanisme PNBP pasca produksi,
yang berbasis volume hasil tangkapan aktual, menawarkan inovasi dalam tata kelola keuangan sektor
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perikanan dengan tujuan menciptakan distribusi manfaat yang lebih adil. Penelitian ini diharapkan
mampu memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan berupa rekomendasi kebijakan untuk
meningkatkan tata kelola perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta mendukung
kesejahteraan masyarakat pesisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada awal tahun 2024 bertempat di PPP Klidang Lor, Jawa Tengah.
Alat yang digunakan untuk pengumpulan data adalah work sheet, kuesioner, alat tulis, kamera, dan
laptop. Data primer yang diambil dalam penelitian ini yaitu data produksi, data pembayaran PNBP
pasca produksi, persepsi dan tanggapan nelayan terhadap implementasi kebijakan PIT, adaptasi nelayan
terhadap mekanisme pembayaran PNBP pasca produksi serta laporan perhitungan mandiri hasil
tangkapan ikan oleh nelayan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan sampel berjumlah
33 nelayan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan
sampel berdasarkan karakteristik spesifik yang relevan dengan penelitian, sehingga meningkatkan
validitas data (Campbell er al 2020; Palinkas et al 2013). Metode ini meningkatkan ketepatan dan
keandalan hasil karena sampel sesuai dengan tujuan penelitian (Campbell er a/ 2020) dan
memungkinkan pengumpulan data dari populasi yang sulit dijangkau (Palinkas et a/. 2013). Responden
dalam penelitian ini mencakup pemilik kapal dan pengurus kapal di Pelabuhan Perikanan Pantai
Klidang Lor yang telah melakukan pembayaran PNBP pasca produksi. Total populasi terdiri dari 35
unit kapal berizin pusat atau kapal yang telah melalui proses pasca produksi. Ukuran sampel ditentukan
menggunakan rumus Slovin, yang menghitung jumlah sampel berdasarkan ukuran populasi dan batas
toleransi kesalahan yang diinginkan (Alem 2024; Haerisma 2024; Kenedi 2024; Marpaung er al. 2023;
Riwukore er al 2021). Perhitungan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat
toleransi kesalahan sebesar 5% menghasilkan jumlah sampel sebesar 32,16 kapal, yang kemudian
dibulatkan menjadi 33 kapal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Armada Kapal dan Produksi Perikanan di PPP Klidang Lor

Jumlah kapal perikanan di PPP Klidang Lor pada tahun 2023 tercatat sebanyak 225 unit.
Berdasarkan data lapangan hingga tahun 2024, jumlah armada kapal perikanan menurun menjadi 220
unit. Pada tahun 2024, jumlah kapal perikanan jaring tarik berkantong meningkat menjadi 187 unit,
sementara kapal perikanan rawai dasar menurun menjadi 22 unit (Tabel 1). Sampel kapal pasca
produksi berjumlah 33 kapal, dengan mayoritas berada di kelas menengah hingga besar. Sebagian besar
kapal (60,6%) memiliki kapasitas antara 30 hingga 60 gross tonnage (GT), sementara kapal berkapasitas
lebih dari 60 GT mencakup 30,3% dari total, menunjukkan penggunaan kapal yang signifikan. Hanya
9,1% kapal yang memiliki kapasitas antara 10 hingga 30 GT.

Tabel 1. Data kapal perikanan di PPP Klidang Lor tahun 2023-2024

. Tahun
No Jenis Alat Penangkap Ikan 2023 2024
1 JIB 184 187
2 Purse Seine 4 3
3  Rawai Dasar 30 22
4 Jala Jatuh Berkapal 2 2
5  Jaring Insang Hanyut 5 6

Jumlah Keseluruhan 225 220
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Penurunan jumlah armada rawai dasar di PPP Klidang Lor dapat dipengaruhi oleh kepatuhan
nelayan terhadap regulasi dan perubahan jenis alat tangkap (Marpaung er al 2022; Putra et al. 2023).
Pada 2024, tercatat 187 kapal jaring tarik berkantong dan 22 kapal rawai dasar, menunjukkan adanya
pergeseran preferensi nelayan terhadap jenis alat tangkap tertentu (Suharyanto er al 2022).
Peningkatan kapal jaring tarik berkantong mencerminkan respons terhadap perubahan pasar dan
kebijakan yang lebih ketat (Trenggono 2023), seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.
18 Tahun 2021 yang melarang cantrang demi keberlanjutan sumber daya (Suharyanto er al 2022).
Pergeseran ini juga menunjukkan adaptasi nelayan terhadap tuntutan pasar dan regulasi yang
berorientasi pada keberlanjutan dan produktivitas (Rochman et al 2018). Jaring tarik berkantong
dinilai lebih produktif dibandingkan alat tangkap lainnya (Zainuri & Farid 2023), menjadikannya
pilihan utama nelayan untuk mempertahankan keberlanjutan usaha perikanan.

Implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan migrasi izin usaha telah berjalan
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023. Meski sebagian besar nelayan mampu
melaksanakan pelaporan LPM dan pembayaran PNBP secara lancar, masih terdapat kendala utama
berupa keterbatasan alat timbang dan pemahaman teknis. Temuan ini menunjukkan perlunya
peningkatan kapasitas nelayan serta perbaikan infrastruktur pendukung di pelabuhan. Selain itu, tren
peningkatan PNBP pasca produksi sejak Maret 2023 mencerminkan perbaikan tata kelola dan potensi
optimalisasi penerimaan negara dari sektor perikanan.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.701/MEN-KP/V1/2023
tentang Migrasi Perizinan Berusaha Sub sektor Penangkapan Ikan Dan Perizinan Berusaha Sub sektor
Pengangkutan Ikan, menjelaskan bahwa kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang
memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Provinsi yang beroperasi di atas 12 mil laut wajib
melakukan migrasi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Migrasi
izin berusaha kapal perikanan jaring tarik berkantong dari daerah ke pusat dengan skema PNBP pasca
produksi di PPP Klidang Lor pada tahun 2024 berjumlah 10 unit kapal dengan ukuran 30-100 GT.
Migrasi kapal perikanan >30 GT ke pusat dapat dilihat pada Gambar 1.

Migrasi Kapal Berijin Daerah ke Pusat di PPP Klidang Lor
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Gambar 1 Data migrasi kapal berizin daerah ke pusat di PPP Klidang Lor

Kebijakan migrasi perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor: B.701/MEN-KP/V1/2023 menandai langkah penting dalam restrukturisasi tata
kelola perizinan kapal penangkap dan pengangkut ikan di Indonesia. Kewajiban bagi kapal beroperasi
di atas 12 mil laut untuk memigrasikan izin dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat memiliki
sejumlah konsekuensi strategis bagi pengelolaan sumber daya perikanan dan dinamika pelaku usaha di
lapangan.
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Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengelolaan perikanan
nasional (Arkan & Rosdiana 2024; Deswati et al 2021). Migrasi perizinan ke pusat diharapkan
menciptakan keseragaman regulasi dan memperjelas pembagian tanggung jawab, sehingga mengurangi
ketidakpatuhan di lapangan (Aliza & Pandamdari 2022). Kesenjangan pemahaman regulasi menjadi
tantangan bagi nelayan, yang diharapkan dapat teratasi melalui kebijakan terpusat ini (Arkan &
Rosdiana 2024; Nurlaili et a/ 2016). Sistem perizinan yang lebih efektif juga mendorong keberlanjutan
perikanan. Kebijakan berbasis kuota yang mendukung optimalisasi pendapatan negara dan
keberlanjutan sumber daya disarankan diadopsi di tingkat pusat (Karim 2020; Trenggono 2023).
Pendekatan ini menuntut pelaku usaha menyesuaikan bisnis mereka dengan kebijakan yang
berorientasi lingkungan (Setiawan & Setyorini 2022), sejalan dengan visi kedaulatan maritim Indonesia
dan perlindungan nelayan kecil (Rahmayanti et a/ 2017).

Terdapat 10 unit kapal jaring tarik berkantong di PPP Klidang Lor, kapal tersebut berukuran 30-
100 GT yang telah bermigrasi ke pusat pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa segmen kapal
menengah-besar mulai menyesuaikan diri dengan skema PNBP pasca produksi yang diberlakukan di
tingkat pusat. Dengan migrasinya kapal ke pusat, skema PNBP pasca produksi menjadi lebih efektif
diterapkan karena sistem pelaporan dan pembayaran terpusat langsung di bawah pengawasan KKP.
Model ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas pungutan negara. Selain itu, kebijakan ini
berpotensi meningkatkan PNBP dari kapal skala menengah-besar, seiring dengan optimalisasi
pemantauan hasil produksi kapal yang beroperasi di perairan luar.

Komposisi hasil tangkapan yang menjadi target utama terdiri dari beberapa ikan demersal yaitu
biji nangka (Upeneus tragula), swanggi (Priacanthus tayenus), kurisi (Nemipterus nematophorus),
pasir-pasir (Scolopsis bilineata), kuniran (Upeneus sulphureus), coklatan (Scolopsis aftinis), cumi-cumi
(Loligo spp.), dan kapas-kapas (Gerres filamentosus). Hasil tangkapan di PPP Klidang Lor pada kurun
waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 terjadi peningkatan total hasil tangkapan setiap tahunnya dengan
jumlah produksi terbanyak pada tahun 2023 dengan total hasil tangkapan 16.041.158 Kg. Hasil produksi
ikan hasil tangkapan dapat dilihat pada Gambar 2.

Hasil Produksi PPP Klidang Lor
4000

3500

3000

2500

2000

Produksi (kg)

1500

1000

500

-x\b(\é‘\ © By &
N g o 4
S &

Jenis lkan

Gambar 2 Hasil produksi ikan hasil tangkapan tahun 2019-2023

Data komposisi hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Pangkalan Klidang Lor menunjukkan
bahwa perikanan di wilayah ini didominasi oleh spesies ikan demersal seperti swanggi (Priacanthus
tayenus) dan kurisi (Nemipterus nematophorus), serta spesies invertebrata seperti cumi-cumi (Loligo
spp.) (Yonvitner ez al. 2018; Zulkarnain er al. 2023). Dominasi spesies demersal ini menandakan bahwa
aktivitas perikanan di Klidang Lor berfokus pada pemanfaatan sumber daya perairan dasar, yang
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umumnya ditemukan di perairan dangkal dan menengah di sekitar pantai atau landas kontinen (Hasan
et al. 2022).

Peningkatan hasil tangkapan secara konsisten dari 2019 hingga 2023, yang mencapai puncaknya
sebesar 16.041.158 kg pada tahun 2023, mengindikasikan dua kemungkinan besar. Pertama,
intensifikasi upaya penangkapan dapat menjadi salah satu penyebab utama dari peningkatan ini. Para
nelayan di PPP Klidang Lor mungkin memperbesar frekuensi melaut, memanfaatkan alat tangkap yang
lebih efisien seperti jaring tarik berkantong, serta memperluas area tangkapan mereka. Penggunaan
alat tangkap yang efisien, seperti purse seine, telah terbukti meningkatkan produktivitas hasil
tangkapan secara signifikan (Yusrizal et al. 2022).

Kedua, faktor produktivitas stok yang tinggi dan ketersediaan sumber daya ikan yang stabil juga
bisa mempengaruhi angka tangkapan. Spesies ikan demersal, seperti biji nangka ( Upeneus tragula) dan
kurisi (Nemipterus nematophorus), dikenal memiliki siklus hidup yang pendek dan laju reproduksi
yang cepat. Dalam studi oleh (Suman ez a/ 2017), dijelaskan bahwa spesies demersal di wilayah tertentu
dapat mendukung stok ikan yang relatif berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Ketersediaan spesies
tersebut di perairan dangkal dan menengah, ditambah dengan efektivitas penangkapan oleh nelayan,
berkontribusi terhadap hasil tangkapan yang tinggi.

Tujuan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil,
memperkuat kendali pengelolaan perikanan nasional, menciptakan keadilan sosial, dan meningkatkan
ekonomi perikanan tangkap. Melalui pendekatan berkelanjutan dan inklusif, PIT diharapkan
memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat nelayan dan ekosistem perairan (Cahyarani er a/
2023). Penggunaan aplikasi e-PIT sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor B. 1337/MEN-
KP/XI1/2022 tentang Penggunaan Aplikasi PIT secara elektronik, meliputi PNBP pungutan hasil
perikanan pasca produksi melalui perhitungan mandiri (selfassessment). e-PIT merupakan aplikasi dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang berkolaborasi
dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sehingga data yang di
Input oleh Nakhoda atau pemilik kapal dapat diakses oleh pengawas perikanan dan syahbandar untuk
penerbitan Standard Laik Operasi (SLO), Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan (STBLK) dan Surat
Persetujuan Berlayar (SPB). Dalam verifikasi penerbitan SPB agen atau pengurus kapal wajib membayar
PNBP untuk kapal pasca produksi dan melampirkan bukti lunas pembayaran tambat labuh.

Untuk menerapkan PIT di PPP Klidang Lor nakhoda/pengurus harus melaporkan kedatangan
kapal kepada syahbandar perikanan untuk mengatur waktu pembongkaran hasil tangkapan dengan
pemeriksaan sebelumnya, mengeluarkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK), dan
mengeluarkan surat izin bongkar. Setelah mendapatkan izin rekomendasi bongkar dari Syahbandar
Perikanan, hasil tangkapan akan dicatat oleh petugas pendataan menurut berat dan jenis ikan, sesuai
dengan hasil penimbangan. Pendataan ikan harus dilakukan secara akurat dalam pungutan PNBP pasca
produksi dalam penerapan PIT. Penarikan PNBP pasca produksi di PPP Klidang Lor dilakukan setelah
ikan hasil tangkapan didaratkan dan dilakukan penimbangan. PNBP pasca produksi dalam PIT menjadi
pendapatan yang diperoleh pemerintah pada kegiatan ekonomi sektor perikanan yang pelaksanaannya
ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang lebih baik dan berkelanjutan (Cahyarani er
al. 2023).

Pada tahun 2024, ikan hasil tangkapan umumnya didominasi oleh jenis ikan demersal seperti
biji nangka (Upeneus tragula), swanggi (Priacanthus tayenus), kurisi (Nemipterus nematophorus),
pasir-pasir (Scolopsis bilineata), kuniran (Upeneus sulphureus), koklatan (Scolopsis aftinis), cumi-cumi
(Loligo spp.), dan kapas-kapas (Gerres filamentosus), sebagaimana tersaji dalam Tabel 2. Total hasil
tangkapan pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei berjumlah 5.291.066 Kg, dimana jumlah hasil
tangkapan didominasi oleh jenis ikan biji nangka (Upeneus moluccensis) sebanyak 1.776.415 Kg,
disusul jenis ikan swanggi (Priachantus tayenus) sebanyak 1.054.861 Kg.
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Tabel 2. Produksi hasil tangkapan PPP Klidang Lor Januari-Mei 2024

. Bulan
Jenis Tkan Total
Januari Februari Maret April Mei
Biji nangka 361.787 432.440 493.835  154.143 334.210 1.776.415
Swanggi 207.642 213.860 282.885 77.899 272.575 1.054.861
Kuniran 208.536 203.710 194.515 52.359 157.470 816.590
Coklatan 181.852 200.250 216.655 42.778 192.300 833.835
Cumi 27.419 10.130 10.986 4.909 11.475 64.919
Kapas-kapas 99.365 101.930 267.260 87.396 188.495 744.446
Jumlah 1.086.601 1.162.320 1.466.136  419.484 1.156.525  5.291.066

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2, hasil produksi tangkapan ikan di PPP Klidang Lor
antara Januari hingga Mei 2024 menunjukkan tren penting dalam variasi produksi ikan setiap bulan.
Total produksi selama periode tersebut mencapai 5.291.066 kg. Di antara berbagai jenis ikan, "biji
nangka" memiliki jumlah produksi tertinggi, yaitu sebesar 1.776.415 kg, diikuti oleh "swanggi" dengan
1.054.861 kg, dan "kapas-kapas" sebanyak 744.446 kg. Sebaliknya, "cumi” menunjukkan produksi
terendah, yaitu 64.919 kg. Variasi ini menunjukkan adanya perbedaan ketersediaan dan tingkat
tangkapan spesies di wilayah tersebut. Melihat tren bulanan, produksi tertinggi terjadi pada Januari
dengan total tangkapan mencapai 1.086.601 kg. "biji nangka" memberikan kontribusi yang signifikan
dengan jumlah 361.787 kg, yang mengindikasikan kelimpahannya di awal tahun. Bulan Februari terjadi
peningkatan produksi menjadi 1.162.320 kg, dengan "biji nangka" dan "swanggi" tetap menunjukkan
tingkat produksi yang kuat. Produksi bulanan tertinggi tercatat pada Maret sebesar 1.466.136 kg,
didorong oleh peningkatan tangkapan "biji nangka" (493.835 kg) dan "swanggi" (282.885 kg).

Hal ini menunjukkan kemungkinan kelimpahan musiman atau kondisi penangkapan yang
optimal. Namun, pada April terjadi penurunan produksi yang signifikan, dengan total hanya 419.484
kg. Penurunan ini terjadi pada semua jenis ikan, khususnya "biji nangka" (154.143 kg), yang dapat
disebabkan oleh perubahan lingkungan, regulasi penangkapan, atau berkurangnya upaya penangkapan.
Pada bulan Mei, terjadi pemulihan sebagian dengan total produksi naik menjadi 1.156.525 kg.
Meskipun demikian, tingkat produksi masih lebih rendah dibandingkan puncak produksi pada awal
tahun, dengan "biji nangka" tetap menjadi jenis ikan dominan meskipun pada tingkat yang lebih
rendah.

Tren di PPP Klidang Lor menunjukkan biji nangka (Upeneus tragula) konsisten mendominasi
produksi pada awal tahun 2024, mencerminkan ketersediaan tinggi, laju reproduksi cepat, dan siklus
hidup singkat yang menjaga stabilitas populasi (Fadly er al 2023; Sari & Wibowo 2023). Swanggi
(Priacanthus tayenus) juga stabil dengan puncak produksi pada Maret, kemungkinan dipengaruhi
faktor musiman, suhu air, dan pakan (Yusrizal et al 2022). Fluktuasi pasca-Maret menegaskan dinamika
ini, sebagaimana dicatat oleh Sudrajat (2019) bahwa pola musiman mempengaruhi komposisi dan
jumlah tangkapan. Sebaliknya, cumi-cumi (Zoligo spp.) menunjukkan tangkapan rendah secara
konsisten, yang mungkin disebabkan oleh populasi terbatas atau permintaan rendah (Baskoro et al
2017; Sudrajat & Madyantoro 2022). Iskandar et a/ 2020) menyoroti pentingnya lokasi dan teknik
penangkapan, sementara (Yusfiandayani er a/ 2024) merekomendasikan penggunaan atraktor cumi
untuk meningkatkan hasil tangkapan. Fluktuasi produksi ini menunjukkan perlunya pengelolaan
adaptif seperti penutupan musim atau kuota tangkapan guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan
ekonomi dan keberlanjutan sumber daya, khususnya bagi spesies kunci seperti biji nangka dan swanggi.

PNBP Pasca Produksi di PPP Klidang Lor

Tabel 3 berikut menunjukkan data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi di
PPP Klidang Lor selama periode Maret hingga Desember 2023. Data mencakup jumlah kapal yang
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beroperasi setiap bulan serta nilai PNBP yang diperoleh, yang memberikan gambaran mengenai
kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan negara selama periode tersebut.

Tabel 3. PNBP pasca produksi PPP Klidang Lor Maret-Desember 2023

No Bulan Jumlah Kapal Pembayaran PNBP Pasca Produksi
1 Maret 7 33.147.230
2 April 7 33.857.440
3 Mei 1 8.292.600
4 Juni 7 48.324.705
5 Juli 6 44.125.590
6 Agustus 8 58.100.535
7 September 4 22.261.815
8 Oktober 24 244.827.165
9 November 27 219.548.775
10 Desember 35 341.467.740
Jumlah 1.053.953.595

PNBP pasca produksi di PPP Klidang Lor meningkat signifikan antara Maret-Desember 2023,
total mencapai Rp1.053.953.595, didorong oleh migrasi kapal <30 GT yang wajib mengantongi izin
pusat untuk beroperasi di atas 12 mil laut (Christiawan 2021). Kebijakan ini menunjukkan pengaturan
perizinan yang lebih ketat demi menjaga legalitas usaha. Pada bulan Maret tercatat 7 kapal dengan
PNBP Rp33.147.230, naik di April, namun turun drastis pada Mei dengan hanya satu kapal dan
Rp8.292.600. Data menunjukkan fluktuasi jumlah kapal dan nilai PNBP bulanan yang dapat
dipengaruhi cuaca dan regulasi (Wijaya et al 2021).

Studi mendukung penerapan Online Single Submission untuk mempercepat perizinan dan
meningkatkan kontribusi PNBP (Christiawan 2021). Penguatan pengawasan juga penting untuk
mengatasi temuan BPK dan meningkatkan kepatuhan sektor perikanan (Dinarjito 2017; Rulandari &
Alvin 2023). Kombinasi perizinan on/ine dan pengawasan yang kuat berperan dalam menjaga
keberlanjutan pendapatan PNBP di PPP Klidang Lor. Penyuluhan hukum dan edukasi izin usaha turut
diperlukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal
(Andriani 2022).

Pada bulan Juni terdapat 7 kapal dengan PNBP Rp48.324.705, meningkat pada Juli dan Agustus
menjadi 6 dan 8 kapal dengan PNBP Rp 44.125.590 dan Rp58.100.535. Fluktuasi PNBP pasca produksi
di PPP Klidang Lor selama Juni—-Desember 2023 mencerminkan dinamika penangkapan dan hasil yang
bervariasi, menunjukkan pola musiman terkait ketersediaan ikan (Girardin er a/ 2016; Picaulima er a/
2022; Purwanti 2023). Puncak PNBP terjadi Oktober, dengan 24 kapal menghasilkan Rp244.827.165,
mengindikasikan musim puncak penangkapan (Ikhsan er al 2023; Oken et a/ 2021). Namun, meski
kapal meningkat di November (27 kapal) dan Desember (35 kapal), PNBP tidak melampaui Oktober,
masing-masing Rp219.548.775 dan Rp341.467.740. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kapal tidak
selalu berbanding lurus dengan nilai PNBP yang dipengaruhi jenis ikan, hasil per kapal, dan harga pasar
(Ayers & Chan 2020; Limbong er al 2018; Nelwan et al 2017a; Nurani er al 2021). Penelitian
menunjukkan bahwa komposisi hasil tangkapan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan
(Ayal er al 2021; Nelwan er al, 2017b; Picaulima et al 2021). Selain itu, fluktuasi ini juga
mencerminkan pengaruh kondisi pasar dan regulasi yang menciptakan ketidakpastian pendapatan
(Amri & Prasetyo 2017; Fuatkait er al 2022). Oleh sebab itu, pengelolaan yang adaptif dibutuhkan
untuk menjaga keberlanjutan dan produktivitas perikanan di PPP Klidang Lor.

Data ini menunjukkan dinamika PNBP pasca produksi yang dipengaruhi oleh tingkat
kepatuhan, jumlah kapal dan aktivitas penangkapan. (Putra er al. 2023) menegaskan bahwa kepatuhan
terhadap regulasi berkontribusi pada peningkatan PNBP dan kelestarian lingkungan. Sedangkan
aktivitas penangkapan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti Covid-19 yang pernah terjadi
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pada tahun 2020-2021. Djunaidi er al (2023) mencatat bahwa pandemi COVID-19 menurunkan
aktivitas penangkapan dan hasil tangkapan di Dumai (Djunaidi er a/ 2023). Aktivitas penangkapan juga
dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. (Pratiwi et al 2019) menyoroti bahwa penurunan hasil
tangkapan di Selat Sunda dipicu perubahan suhu laut dan faktor lingkungan lainnya.

Untuk pengelolaan perikanan yang lebih optimal, perlu adanya pemantauan rutin terhadap
faktor-faktor ini serta penyesuaian kebijakan terkait perizinan dan kuota penangkapan. Optimalisasi
PNBP bergantung pada pengelolaan efisien dan penerapan teknologi untuk memantau penangkapan
dan mencegah pelanggaran (Tawaqal er al 2020). (Ayubi er al 2023) juga menekankan pentingnya
strategi penangkapan dan adaptasi kebijakan berbasis data wilayah. Pengelolaan yang adaptif dan
berbasis data diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PNBP secara berkelanjutan, sekaligus
menjaga kelestarian sumber daya perikanan di wilayah PPP Klidang Lor.

Laporan Perhitungan Mandiri (LPM) dalam penangkapan ikan terukur adalah suatu tahapan
yang dilakukan oleh pelaku usaha perikanan untuk mengisi laporan perhitungan mandiri terhadap
SIUP, SIPI, SIKPI, serta operasional kapal penangkapan ikan sepanjang tahun ini. Hal ini menciptakan
transparansi di industri perikanan yang, pada gilirannya, berkontribusi terhadap pengelolaan sumber
daya perikanan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab (Wibisono & Pandamdari 2020). LPM
ini merupakan laporan yang dibuat oleh pelaku usaha perikanan atau nelayan sebagai bentuk pelaporan
mandiri atas hasil tangkapan ikan mereka. Tujuan utama dari LPM adalah untuk memantau dan
memastikan bahwa kegiatan penangkapan ikan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan batasan yang
telah ditetapkan oleh pemerintah, guna menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

6,1% 6,1%

HmYa
m Tidak
Tidak Yakin

Gambar 3 Tingkat kesulitan nelayan Klidang Lor dalam pembayaran LPM

Gambar 3 menunjukkan bahwa mayoritas nelayan, sekitar 87,9%, tidak mengalami kesulitan
dalam pengisian LPM, sedangkan 6,1% merasa tidak yakin dan sebagian kecil mengalami kesulitan.
Sikap positif ini mencerminkan adaptasi yang baik oleh nelayan terhadap regulasi yang ada, meski
masih ada beberapa individu yang kesulitan dalam proses tersebut. Ada beberapa pengurus kapal yang
masih mengalami kesulitan karena mereka kurang beradaptasi dan baru mengetahui tentang regulasi
ini. Bantuan dan pelatihan sangat lah penting untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik
mengenai sistem pelaporan ini, sehingga seluruh pelaku usaha perikanan dapat mengikuti peraturan
yang ada dengan lebih efektif (Effendy er al 2024). Selain itu, penguatan kapasitas melalui pelatihan
dan sosialisasi terkait pengisian laporan harus terus dilakukan untuk mengurangi kesulitan yang
dihadapi oleh beberapa nelayan dan pengurus kapal (Syahrir er al 2023).

Penggunaan teknologi dalam menyusun LPM dapat mempermudah proses pencatatan dan
pelaporan (Mustaruddin er a/ 2021). Sistem pengelolaan terintegrasi yang baik akan menghasilkan data
yang lebih akurat, yang sangat penting dalam penanganan dan pengelolaan sumber daya perikanan,
serta akan mempermudah pihak berwenang dalam melakukan regulasi (Muhammad er al 2019).
Dengan pendekatan yang berbasis data, serta pemantauan dan evaluasi yang efektif, keberlanjutan
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sumber daya perikanan dapat terjaga, dan penerimaan negara melalui PNBP dari sektor perikanan dapat
meningkat secara signifikan (Ridwansyah er al 2024).

m Tidak ada petugas
yang membantu

m Keterbatasan
petugas pendataan

Keterbatasan
81,3% timbangan ikan di
Pelabuhan

Gambar 4 Kendala nelayan saat pengisian LPM

Ada beberapa kendala terkait pelaporan saat melakukan penghitungan mandiri. Sebanyak 26
nelayan (81,3%) mengalami kendala pelaporan akibat keterbatasan timbangan; hanya dua dari lima
timbangan yang berfungsi karena kurangnya petugas. Kondisi ini berpotensi menyebabkan
ketidakakuratan data tangkapan, sejalan dengan temuan bahwa infrastruktur yang minim, seperti
fasilitas timbangan, menghambat pelaporan efektif (Rubianti et a/ 2023; Sianturi er al 2022). Oleh
karena itu, peningkatan SDM dan fasilitas di pelabuhan menjadi penting (Nasution & Ramadhini 2024).
Selain itu, kendala juga muncul dari kurangnya pemahaman nelayan tentang prosedur pelaporan,
sehingga dibutuhkan pelatihan dan pendampingan lebih lanjut (Arodhiskara er al 2022). Penerapan
teknologi informasi juga direkomendasikan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi (Nurani ez al
2023). Solusi ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelaporan LPM di lapangan. Kendala lain yang
dihadapi adalah nelayan masih belum memahami cara melaporkan penghitungan mandiri. Data terkait
kendala dalam pelaporan ini dapat dilihat pada Gambar 4.
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Gambar 5 Tanggapan nelayan terhadap akurasi pengisian LPM

Gambar 5 menunjukkan tanggapan nelayan mengenai tingkat akurasi pengisian Laporan
Perhitungan Mandiri (LPM). Sebanyak 33 nelayan memberikan tanggapan yang berbeda-beda, di mana
57,6% (19 nelayan) menyatakan kurang akurat, 21,2% (7 nelayan) menyatakan tidak akurat sama
sekali, 18,2% (6 nelayan) bersikap netral, dan hanya 3% (1 nelayan) yang menyatakan sangat akurat.
Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tanggapan nelayan mengenai tingkat
akurasi pengisian LPM adalah tidak akurat. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi
harus dibayar secara tepat waktu oleh pelaku usaha perikanan. Pelaku usaha perikanan wajib
membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi sebelum melakukan usaha
penangkapan ikan untuk setahun ke depan. Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP Kelautan dan Perikanan.
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Berdasarkan data nelayan, sebanyak 60,6% atau 20 nelayan menjawab bahwa mereka selalu
membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi tepat waktu, sedangkan 39,4% atau
13 nelayan menjawab sering membayar tepat waktu. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa 33
nelayan cenderung membayar PNBP pasca produksi tepat waktu. Jika nelayan tidak membayar PNBP
tepat waktu, menurut salah satu pengurus yang diwawancarai, mereka akan dikenakan sanksi, seperti
tidak diterbitkannya SPB dan SLO, serta akun PIT akan dibekukan (Gambar 6).
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Gambar 6 Ketepatan nelayan membayar PNBP pasca produksi

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi adalah pungutan yang dilakukan oleh
pemerintah terhadap hasil produksi di sektor perikanan sebagai bagian dari kebijakan Penangkapan
Ikan Terukur (PIT). Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke, kenaikan biaya operasional dan
penetapan PNBP pasca produksi berdasarkan ukuran kapal memiliki dampak pada pendapatan nelayan.
Sebagai contoh, kapal dengan ukuran 28-30 GT dikenakan PNBP sebesar 5% dari hasil produksinya,
sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 38 Tahun 2021 (Idris er al 2024; Khairisa
& Pertiwi 2024). Penerapan PNBP pasca produksi ini bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi
dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Padang,
PNBP pasca produksi diterapkan dengan mekanisme pencatatan data tangkapan ikan menggunakan
metode yang lebih terorganisir (Husni 2024). Meskipun sempat ada kekhawatiran dari pemilik kapal
dan nelayan terkait pungutan ini, PNBP pasca produksi dinilai lebih adil karena didasarkan pada
volume hasil tangkapan aktual setelah produksi (Cahyarani er al. 2023).
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Gambar 7 Kendala nelayan dalam pembayaran PNBP pasca produksi

Hasil penelitian yang ditunjukkan pada Gambar 7 mengindikasikan bahwa mayoritas nelayan,
yaitu 93,9%, tidak mengalami kendala dalam pembayaran PNBP pasca produksi penangkapan ikan.
Temuan ini mencerminkan bahwa sistem pembayaran PNBP yang diterapkan saat ini sudah cukup
efektif dan efisien, sehingga sebagian besar nelayan dapat memenuhi kewajiban pembayaran mereka
tanpa hambatan. Efektivitas ini dapat disebabkan oleh prosedur pembayaran yang jelas, layanan
administrasi yang baik, atau tingkat pemahaman nelayan mengenai kewajiban PNBP. Namun, penting
untuk dicatat bahwa masih ada 6,1% nelayan yang melaporkan kesulitan dalam pembayaran PNBP.
Meskipun jumlah ini relatif kecil, keberadaannya menunjukkan adanya celah dalam sistem
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pembayaran yang perlu ditangani. Kendala yang dialami oleh kelompok kecil nelayan ini perlu
ditelusuri lebih lanjut, apakah terkait masalah teknis, administratif, atau finansial. Dengan
mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diharapkan sistem pembayaran PNBP
dapat disempurnakan dan lebih inklusif, sehingga seluruh nelayan dapat menjalankan kewajiban
mereka tanpa kesulitan. Penyempurnaan ini juga akan berkontribusi pada kelancaran proses
pengelolaan PNBP secara keseluruhan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam
sektor perikanan.

Rendahnya pemahaman nelayan tentang pentingnya membayar PNBP menjadi tantangan
utama dalam pengelolaannya (Dinarjito 2017). Kurangnya sosialisasi terkait proses dan sanksi
keterlambatan turut memengaruhi kepatuhan nelayan. Sosialisasi dan evaluasi regulasi PNBP penting
untuk meningkatkan pendapatan negara (Allagan er al 2023). Pelatihan dan penyuluhan diharapkan
dapat memperkuat kepatuhan nelayan terhadap kewajiban PNBP. Teknologi dapat memberdayakan
nelayan dalam memahami dan melaksanakan kewajiban PNBP secara efektif (Mahmuddin ez a/ 2019).
Oleh karena itu, integrasi antara edukasi, teknologi, dan penguatan regulasi diharapkan dapat
meningkatkan kepatuhan dan mendukung keberlanjutan pengelolaan perikanan.

Persepsi nelayan terhadap kebijakan PIT bervariasi. Nelayan di Sorong Manoi memandang PIT
positif karena menjaga keberlanjutan dan mengurangi konflik antar nelayan, meskipun ada
kekhawatiran dampak ekonomi jangka pendek dan kurangnya sosialisasi (Rusmilyansari & Mahreda
2019). Sebaliknya, nelayan di Pantura Jawa menilai PIT lebih menguntungkan industri besar dan
merugikan nelayan kecil, memicu ketidakpuasan dan potensi konflik (Idawijayanti & Pramono 2021;
Karisma er al 2019). Keberhasilan implementasi PIT juga sangat bergantung pada partisipasi nelayan
dalam proses kebijakan (Sari & Satria 2015). Perbedaan persepsi ini mencerminkan kompleksitas relasi
nelayan dan kebijakan, sehingga pendekatan yang inklusif dan kolaboratif menjadi kunci untuk
keberhasilan PIT di lapangan. Sosialisasi dan pendampingan intensif diperlukan untuk meningkatkan
pemahaman nelayan dan mengurangi resistensi. Pelatihan dan dialog antara pemerintah dan nelayan
direkomendasikan untuk menjembatani kesenjangan ini (Zulaika er a/ 2024). Hal ini menunjukkan
perlunya pendekatan komunikasi yang lebih baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang
berbasis pada pemahaman dan kebutuhan nelayan, guna menciptakan persepsi yang lebih selaras antara
pemerintah dan para pelaku perikanan (Gerungan er al. 2024; Poltak er al 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan migrasi izin usaha telah berjalan
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023. Meski sebagian besar nelayan mampu
melaksanakan pelaporan LPM dan pembayaran PNBP secara lancar, masih terdapat kendala utama
berupa keterbatasan alat timbang dan pemahaman teknis. Temuan ini menunjukkan perlunya
peningkatan kapasitas nelayan serta perbaikan infrastruktur pendukung di pelabuhan. Selain itu, tren
peningkatan PNBP pasca produksi sejak Maret 2023 mencerminkan perbaikan tata kelola dan potensi
optimalisasi penerimaan negara dari sektor perikanan.
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